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BUPATI SIKKA 

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI SIKKA 

NOMOR 44 TAHUN 2016 

TENTANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  

TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI SIKKA, 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan 

Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Sikka, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas 

Ketahanan Pangan;  

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah 

Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan 

Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1655); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); 

4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/ 

OT.010/08/2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan 

Bidang Pangan dan Bidang Pertanian (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1329); 

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ 

OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan 

Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian 

Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330); 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka 

Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Sikka Nomor 98); 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  

DINAS KETAHANAN PANGAN. 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal  1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Sikka. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka. 

3. Bupati adalah Bupati Sikka. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sikka. 

5. Dinas Ketahanan Pangan adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten 

Sikka. 

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sikka. 

7. Jabatan struktural adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung 

jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka 

memimpin suatu organisasi pemerintah daerah. 

8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung 

jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu 

kesatuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada 

keahlian dan ketrampilan serta bersifat mandiri. 
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9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur 

pelaksana teknis pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis 

operasional. 

BAB II 

KEDUDUKAN 

Pasal 2 

Dinas Ketahanan Pangan merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah untuk urusan pemerintahan bidang pangan. 

 

BAB III 

SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 3 

(1) Dinas Ketahanan Pangan merupakan Tipe A yang terdiri atas : 

a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat; 

c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan; 

d. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan; 

e. Bidang Konsumsi dan Keanekaragaman Pangan; 

f. Bidang Keamanan Pangan;dan 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:  

a. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; 

b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan 

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

(3) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf c membawahi: 

a. Seksi Ketersediaan Pangan; 

b. Seksi Sumber Daya Pangan;dan 

c. Seksi Pemantauan Kerawanan Pangan. 

(4) Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf d membawahi: 

a. Seksi Distribusi Pangan; 

b. Seksi Sarana Harga Pangan;dan 

c. Seksi Cadangan Pangan. 

(5) Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf e membawahi: 

a. Seksi Konsumsi Pangan; 

b. Seksi Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan;dan 

c. Seksi Pengembangan Pangan Lokal. 

(6) Bidang Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f 

membawahi: 
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a. Seksi  Kelembagaan Keamanan Pangan; 

b. Seksi  Pengawasan Keamanan Pangan;dan 

c. Seksi  Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan. 

(7) Bagan Susunan organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian yang  tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

BAB IV 

TUGAS DAN FUNGSI 

Pasal 4 

Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan 

urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan. 

 

Pasal 5 

Dinas Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4, menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan 

pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi 

dan keamanan pangan;  

b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan 

pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi 

dan keamanan pangan; 

c. pelaksanaan koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang 

ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan 

pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; 

d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, 

kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, 

penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;  

e. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di 

bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, 

cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;  

f. pelaksaanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan; dan  

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati. 

 

Pasal 6 

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b 

mempunyai  tugas  mengoordinasikan  penyelenggaraan  pelayanan 

administrasi dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan,  tata usaha,  

perlengkapan rumah tangga, urusan Aparatur Sipil Negara kepada semua 

unsur di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan. 

(2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada             

ayat (1), menyelenggarakan fungsi:  
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a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran; 

b. pelaksanaan pengelolaan keuangan; 

c. pengelolaan perlengkapan urusan tatausaha, rumah tangga dan barang 

milik Negara; dan 

d. pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara; dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan. 

 

Pasal 7 

(1) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 ayat (2) huruf a mempunyai tugas melakukan penyusunan program, 

evaluasi dan pelaporan. 

(2) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan koordinasi penyusunan program, evaluasi dan pelaporan; 

b. penyiapan bahan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan; 

c. penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-

undangan; 

d. penyiapan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

program dan anggaran;dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan. 

 

Pasal 8 

(1) Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3             

ayat (2) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan 

keuangan dan aset.  

(2) Sub Bagian Keuangan dan Aset dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan koordinasi pengelolaan keuangan dan aset; 

b. penatausahaan, akuntasi dan pembukuan keuangan dan aset; 

c. penyiapan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji 

serta tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil;  

d. penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset; 

dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan. 

 

Pasal 9 

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

ayat (2) huruf c mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, 

tatausaha, kearsipan, administrasi Aparatur Sipil Negara, perlengkapan, 

rumahtangga, penataan barang milik negara. 

(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi: 
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a. pelaksanaan urusan persuratan; 

b. pengelolaan dokumentasi dan kearsipan; 

c. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban 

kantor;  

d. pelaksanaan pengelolan perlengkapan dan barang milik negara;  

e. pelaksanaan urusan administrasi Aparatur Sipil Negara;dan 

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan. 
 

Pasal 10 

(1) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai  tugas melaksanakan penyusunan dan 

pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan 

evaluasi di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan. 

(2) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dalam melaksanakan  tugas  

sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) menyelenggarakan fungsi :  

a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan pangan, 

penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung 

ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;   

b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang 

ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber 

daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan 

kerawanan pangan;   

c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, 

penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung 

ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;   

d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan 

pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung 

ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;   

e. penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan pangan, 

penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung 

ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;   

f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang 

ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber 

daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan 

kerawanan pangan; dan   

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan. 
 

Pasal 11 

(1) Seksi  Ketersediaan Pangan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) 

huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, 

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian 

pendampingan, pemantauan dan evaluasi di bidang peningkatan 

ketersediaan pangan. 
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(2) Seksi Ketersediaan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :  

a. penyiapan bahan koordinasi di bidang ketersediaan pangan;  

b. penyiapan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka 

menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);    

c. penyiapan bahan analisis di bidang ketersediaan pangan;  

d. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di 

bidang ketersediaan pangan;  

e. penyiapan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan 

Makanan (NBM);  

f. penyiapan data dan informasi untuk penghitungan Pola Pangan 

Harapan (PPH) ketersediaan pangan;  

g. penyiapan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan 

pangan;  

h. penyiapan bahan pendampingan di bidang ketersediaan pangan;  

i. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan 

kegiatan di bidang ketersediaan pangan;dan 

j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan. 

 

Pasal 12 

(1) Seksi  Sumber Daya Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) 

huruf b mempunyai  tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, 

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian 

pendampingan, pemantauan dan evaluasi di bidang penyediaan 

infrastruktur dan sumber daya pangan. 

(2) Seksi Sumber Daya Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :  

a. penyiapan bahan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan 

sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;  

b. penyiapan bahan analisispenyediaan infrastruktur pangan dan sumber 

daya pendukung ketahanan pangan lainnya;  

c. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan 

penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung 

ketahanan pangan lainnya;  

d. penyiapan bahan pendampingan kegiatan penyediaan infrastruktur 

pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;  

e. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan 

penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung 

ketahanan pangan lainnya;dan  

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan. 
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Pasal 13 

(1) Seksi Pemantauan Kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam    

Pasal 3 ayat (3) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, 

pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta 

pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi di bidang penanganan 

kerawanan pangan. 

(2) Seksi Pemantauan Kerawanan Pangan dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :  

a. penyiapan bahan koordinasi penanganan kerawanan pangan;  

b. penyiapan bahan analisis penanganan kerawanan pangan;  

c. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan 

penanganan kerawanan pangan;  

d. penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan;  

e. penyiapan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan 

dan gizi;  

f. penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan 

kabupaten;   

g. penyiapan bahan pendampingan di bidang kerawanan pangan;  

h. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di 

bidang kerawanan pangan;dan  

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan. 

 

Pasal 14 

(1) Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai  tugas  melaksanakan penyusunan dan 

pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan 

evaluasi di bidang distribusi dan cadangan pangan. 

(2) Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:  

a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang distribusi pangan, harga 

pangan, dan cadangan pangan;  

b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang 

distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;  

c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi pangan, harga 

pangan, dan cadangan pangan;  

d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi 

pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;  

e. penyiapan pemantapan program di bidang distribusi pangan, harga 

pangan, dan cadangan pangan;  

f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang 

distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;dan 

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan. 
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Pasal 15 

(1) Seksi  Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) 

huruf a mempunyai  tugas  melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, 

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian 

pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang distribusi pangan. 

(2) Seksi Distribusi Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana  dimaksud  

pada  ayat (1), menyelenggarakan fungsi:  

a. penyiapan bahan koordinasi di bidang distribusi pangan;  

b. penyiapan bahan analisis di bidang distribusi pangan;  

c. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di 

bidang distribusi pangan;  

d. penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi 

pangan;  

e. penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk 

meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;   

f. penyiapan bahan pendampingan di bidang distribusi pangan;  

g. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di 

bidang distribusi pangan;dan  

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan. 
 

Pasal 16 

(1) Seksi Harga Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b 

mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, 

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian 

pendampingan, pemantauan dan evaluasi di bidang harga pangan.  

(2) Seksi Harga Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud  

pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:  

a. penyiapan bahan koordinasi di bidang pasokan dan harga pangan;  

b. penyiapan bahan analisis di bidang pasokan dan harga pangan;  

c. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di 

bidang pasokan dan harga pangan;  

d. penyiapan bahan pengkajian di bidang pasokan dan harga pangan;  

e. penyiapan bahan penyusunan prognosa neraca pangan;  

f. penyiapan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan 

konsumen untuk panel harga;   

g. penyiapan bahan pendampingan di bidang pasokan dan harga pangan;  

h. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di 

bidang pasokan dan harga pangan;dan 

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan. 
 

Pasal 17 

(1) Seksi  Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) 

huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, 
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penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian 

pendampingan, pemantauan dan evaluasi di bidang cadangan pangan. 

(2) Seksi Cadangan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud  

pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:  

a. penyiapan bahan koordinasi di bidang cadangan pangan;  

b. penyiapan bahan analisis di bidang cadangan pangan;  

c. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kebijakan di 

bidang cadangan pangan;  

d. penyiapan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan 

pemerintah kabupaten (pangan pokok dan pangan pokok lokal);   

e. penyiapan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah kabupaten;   

f. penyiapan bahan pendampingan di  bidang cadangan pangan;   

g. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di 

bidang cadangan pangan; dan  

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan. 

 

Pasal 18 

(1) Bidang  Konsumsi Pangan dan Penganekaragaman Pangan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai  tugas  melaksanakan 

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta 

pemantauan dan evaluasi di bidang konsumsi dan penganekaragaman 

pangan. 

(2) Bidang Konsumsi Pangan dan Penganekaragaman Pangan dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

menyelenggarakan fungsi:  

a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan, promosi 

penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan 

lokal;  

b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang 

konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan 

pengembangan pangan lokal;  

c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, promosi 

penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan 

lokal;  

d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi 

pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan 

pengembangan pangan lokal;  

e. penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi pangan, promosi 

penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan 

lokal;  
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f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang 

konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan 

pengembangan pangan lokal;dan  

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan. 

 

Pasal 19 

(1) Seksi  Konsumsi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) 

huruf a mempunyai  tugas  melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, 

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian 

pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang konsumsi pangan. 

(2) Seksi Konsumsi Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana  dimaksud  

pada  ayat (1), menyelenggarakan fungsi:  

a. penyiapan bahan koordinasi di bidang konsumsi pangan;  

b. penyiapan bahan analisis di bidang konsumsi pangan;  

c. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di 

bidang konsumsi pangan;  

d. penyiapan penghitungan angka konsumsi pangan per  komoditas per 

kapita per tahun;  

e. penyiapan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein 

masyarakat per kapita per tahun;  

f. penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan 

pangan keluarga;  

g. penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan;   

h. penyiapan bahan pendampingan di bidang konsumsi pangan;  

i. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di 

bidang konsumsi pangan;dan  

j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan. 

 

Pasal 20 

(1) Seksi Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf b mempunyai tugas melakukan 

penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, 

pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di 

bidang promosi penganekaragaman konsumsi pangan. 

(2) Seksi Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan dalam melaksanakan 

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:  

a. penyiapan bahan koordinasi dalam rangka promosi penganekaragaman 

konsumsi pangan;  

b. penyiapan bahan analisis dalam rangka promosi penganekaragaman 

konsumsi pangan;  
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c. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan 

dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan;  

d. penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi 

Seimbang  dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;  

e. penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras 

dan non terigu;  

f. penyiapan pelaksananaan komunikasi, informasi dan edukasi 

penganekaragaman konsumsi pangan;  

g. penyiapan bahan kerja sama antar lembaga pemerintah, swasta, dan 

masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan 

berbasis sumber daya lokal;   

h. penyiapan bahan pendampingan dalam rangka promosi 

penganekaragaman konsumsi pangan;  

i. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dalam 

rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan;dan  

j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan. 

 

Pasal 21 

(1) Seksi Pengembangan Pangan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

ayat (5) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, 

pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta 

pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi di bidang 

pengembangan pangan lokal. 

(2) Seksi Pengembangan Pangan Lokal dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud  pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :  

a. penyiapan bahan koordinasi di bidang pengembangan pangan lokal;  

b. penyiapan bahan analisis di bidang pengembangan pangan lokal;  

c. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di 

bidang pengembangan pangan lokal;  

d. penyiapan bahan pengembangan Pangan Pokok Lokal;   

e. penyiapan bahan pendampingan kegiatan di bidang pengembangan 

pangan lokal;  

f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di 

bidang pengembangan pangan lokal;dan 

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan. 

 

Pasal 22 

(1) Bidang  Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 

huruf f mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan 

kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di 

bidang keamanan pangan.  
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(2) Bidang Keamanan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:  

a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang kelembagaan keamanan 

pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi 

keamanan pangan;   

b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang 

kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja 

sama dan informasi keamanan pangan;  

c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan keamanan 

pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi 

keamanan pangan;  

d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang kelembagaan 

keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan 

informasi keamanan pangan; 

e. penyiapan pemantapan program di bidang kelembagaan keamanan 

pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi 

keamanan pangan;  

f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang 

kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja 

sama dan informasi keamanan pangan;dan 

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan. 

 

Pasal 23 

(1) Seksi Kelembagaan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam                    

Pasal 3 ayat (6) huruf a melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, 

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian 

pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang kelembagaan 

keamanan pangan. 

(2) Seksi Kelembagaan Keamanan Pangan dalam melaksanakan tugas  

sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1), menyelenggarakan fungsi :  

a. penyiapan bahan koordinasi di bidang kelembagaan keamanan pangan;   

b. penyiapan bahan analisis di bidang kelembagaan keamanan pangan;  

c. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di 

bidang kelembagaan keamanan pangan;  

d. penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;   

e. penyiapan bahan pendampingan di bidang kelembagaan keamanan 

pangan;  

f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di 

bidang kelembagaan keamanan pangan;dan  

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan. 
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Pasal 24 

(1) Seksi Pengawasan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

ayat (6) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, 

pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta 

pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi di bidang pengawasan 

keamanan pangan. 

(2) Seksi Pengawasan Keamanan Pangan dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud  pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :  

a. penyiapan bahan koordinasi di bidang pengawasan keamanan pangan;  

b. penyiapan bahan analisis di bidang pengawasan keamanan pangan;  

c. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di 

bidang pengawasan keamanan pangan;  

d. penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar;  

e. penyiapan bahan pendampingan di bidang pengawasan keamanan 

pangan;  

f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di 

bidang pengawasan keamanan pangan;dan  

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan. 

 

Pasal 25 

(1) Seksi Kerja Sama dan Informasi Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 ayat (6) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan 

koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, 

pemantapan serta pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi di 

bidang kerja sama dan informasi keamanan pangan. 

(2) Seksi Kerja Sama dan Informasi Keamanan Pangan dalam melaksanakan 

tugas sebagaimana dimaksud  pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :  

a. penyiapan bahan koordinasi di bidang kerja sama dan informasi 

keamanan pangan;  

b. penyiapan bahan analisis di bidang kerja sama dan informasi 

keamanan pangan;  

c. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di 

bidang kerja sama dan informasi keamanan pangan;  

d. penyiapan bahan jejaring keamanan pangan daerah (JKPD);  

e. penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan 

pangan;   

f. penyiapan bahan pendampingan di bidang kerja sama dan informasi 

keamanan pangan;  

g. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di 

bidang kerja sama dan informasi keamanan pangan;dan  

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan. 
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BAB V 

JABATAN STRUKTURAL  

Pasal 26 

(1) Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin 

oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui 

Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan 

pimpinan tinggi pratama. 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) merupakan unsur 

staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas merupakan jabatan struktural 

eselon IIIa atau jabatan administrator. 

(3) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, huruf d, 

huruf e dan huruf f dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas merupakan jabatan 

struktural eselon IIIb atau jabatan administrator. 

(4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dipimpin oleh 

seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab 

kepada Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon IVa atau 

jabatan pengawas. 

(5) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan 

ayat (6) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Kepala Bidang merupakan jabatan struktural 

eselon IVa atau jabatan pengawas. 

(6) Pengangkatan dan pemberhentian jabatan struktural sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan 

oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

BAB VI 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal 27 

(1) Kelompok  Jabatan  Fungsional  mempunyai  tugas  melaksanakan  

kegiatan  yang menunjang pelaksanaan tugas  Dinas sesuai  dengan  

keahlian  bidang  masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku guna 

menunjang  pelaksanaan tugas Kepala Dinas. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan 

teknis  di bidang keahliannya masing-masing.  

(3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi-bagi dalam subkelompok  sesuai 

dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan  

oleh  seorang  tenaga fungsional senior.  

(4) Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab 

langsung kepada Kepala Dinas.  
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(5) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan 

beban kerja.  

(6) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

BAB VII 

TATA KERJA 

Pasal 28 

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, 

Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib 

menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik 

dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi di 

lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah 

sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. 

 

Pasal 29 

(1) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub 

Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional  dalam melaksanakan tugasnya 

harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Kepala Dinas wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan 

mengawasi pekerjaan dari unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang 

berada dalam lingkungan Dinas. 

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-

masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil tindakan yang 

diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan. 

(4) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, 

mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan 

bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. 

(5) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk 

serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta 

menyampaikan laporan berkala tepat waktu. 

 

Pasal  30 

(1) Apabila Kepala Dinas berhalangan dan/atau menjalankan tugas-tugas lain 

keluar daerah, yang menjadi Pejabat yang mewakili adalah Sekretaris Dinas. 

(2) Apabila Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas berhalangan dan/atau 

menjalankan tugas-tugas lain keluar daerah, yang menjadi Pejabat 

Pelaksana Tugas Dinas adalah salah satu Kepala Bidang yang ditunjuk oleh 

Kepala Dinas. 

(3) Penunjukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan 

surat penunjukkan  kuasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 



KEPALA BA GIAN HUKUM 

Salinan sesuai dengan Aslinya 
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BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 31 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka. 

 

Ditetapkan di Maumere 

pada tanggal 15 Desember 2016 

 

BUPATI SIKKA, 

CAP.TTD. 

YOSEPH ANSAR RERA 

Diundangkan di Maumere 

pada tanggal 15 Desember 2016 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA, 

                          CAP.TTD. 

             VALENTINUS SILI TUPEN 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2016 NOMOR 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN 

PERATURAN BUPATI SIKKA 

NOMOR 44 TAHUN 2016 

TANGGAL 15 DESEMBER 2016 

TENTANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA 

KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN 

 

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN 

       KEPALA DINAS         

                  

  KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

  
  

          
SEKRETARIAT 

   

  
          

   

   

                   

                        

          SUB BAGIAN PROGRAM, 
EVALUASI & PELAPORAN 

 SUB BAGIAN KEUANGAN & 
ASET 

 SUB BAGIAN 
UMUM & 

KEPEGAWAIAN 

                  

                               

BIDANG KETERSEDIAAN 
DAN KERAWANAN PANGAN 

 BIDANG DISTRIBUSI 
DAN CADANGAN 

PANGAN 

   BIDANG KONSUMSI DAN 
KEANEKARAGAMAN PANGAN 

 BIDANG KEAMANAN PANGAN  

                      

  SEKSI KETERSEDIAAN 
PANGAN 

   SEKSI DSTRIBUSI 
PANGAN 

   SEKSI KONSUMSI 
PANGAN 

   SEKSI KELEMBAGAAN 
KEAMANAN PANGAN 

   

              

              

                      

  SEKSI SUMBER DAYA 

PANGAN 

   SEKSI SARANA 

HARGA PANGAN 

   SEKSI PROMOSI 

PENGANEKARAGAMAN 
KONSUMSI PANGAN 

   SEKSI PENGAWASAN KEAMANAN 

PANGAN 

   

              

              

                      

  SEKSI PEMANTAUAN 
KERAWANAN PANGAN 

   SEKSI CADANGAN 
PANGAN 

   SEKSI PENGEMBANGAN 
PANGAN LOKAL 

   SEKSI KERJASAMA & INFORMASI 
KEAMANAN PANGAN 

   

              

          

                  

       UPTD         

BUPATI SIKKA, 

CAP.TTD. 

YOSEPH ANSAR RERA 
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